Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 4624/Pdt.G/2023/PA.Bwi

k~1i1l=ea oM=ea ufea
kiiBae

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI
Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama
dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXNIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 09 Oktober 1980,
agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tenaga Kerja
Indonesia, bertempat tinggal di XXXX, Kabupaten Banyuwangi.
dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arif Wicaksono, S.H.
advokat/penasehat hukum yang beralamat di JI. Piere Tendean
- Stasiun Lama - Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 17 September 2023, dan telah terdaftar pada
Kepaniteraan nomor 4749/Kuasa/10/2023 tanggal 18 Oktober
2023 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan
alamat email : Arifwicaksonosh@gmail.com sebagai
Penggugat;

melawan

XXXX, NIK , tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 05 Juli 1967, agama Islam,
pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat

kediaman di XXXX, Kabupaten Banyuwangi sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;
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DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Oktober 2023
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi, Nomor
4624/Pdt.G/2023/PA.Bwi, tanggal 18 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada
pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan suami istri yang
menikah secara sah menurut agama Islam di Hadapan Pejabat Kantor
Urusan Agama XXX, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, pada
tanggal 01 Mei 1996, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah
Nomor : XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXX
Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan status Penggugat
adalah Perawan dan status Tergugat adalah Duda;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah
orang tua Penggugat yang beralamatkan di XXXX, Kabupaten
Banyuwangi kurang lebih selama 10 hari, selanjutnya Penggugat dan
Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kurang lebih selama 3 (tiga)
bulan,kemudian Penggugat pergi keluar negeri hingga beberapakali,
diantaranya Penggugat pergi ke Arab Saudi sejak tahun 1996 sampai
dengan 1999, kemudian Penggugat pulang kurang lebih selama 2 tahun,
lalu sekitar tahun 2001 Penggugat pergi ke Taiwan sampai dengan tahun
2003, kemudian sekitar tahun 2004 hingga 2016 Penggugat pergi Ke
Hongong, selanjutnya Penggugat pulang dan tinggal di rumah kediaman
bersama yang beralamat di XXXX, Kabupaten Banyuwangi kurang lebih
selama 2 (dua) tahun, dan setelah itu sekitar pada tahun 2018 Penggugat
kembali pergi ke Hongkong sampai dengan sekarang;
4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah
melakukan hubungan layaknya suami istri, dan antara keduanya telah
dikaruniai anak kandung yang bernama :

4.1 XXX, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 23 tahun, dan

sekarang tinggal dengan istrinya;

4.2 XXX, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 6 tahun, dan

sekarang tinggal bersama pengasuh;
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5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun
dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2004 mulai timbul permasalahan
dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yaitu sering
terjadinya perselisihan dan ketidakcocokan yang berujung pada
pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat
sebagai kepala rumah tangga kurang bertanggung jawab untuk
memberikan nafkah kepada Penggugat, hingga Penggugat harus
beberapakali pergi keluar negeri untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja
Wanita hanya untuk membantu mencukupi kebutuhan keluarga bersama;
6. Bahwa selama Penggugat bekerja banting tulang diluar negeri,
Tergugat tidak pernah mau berubah untuk lebih giat lagi dalam bekerja
untuk mencukupi kebutuhan keluarga bersama, namun Tergugat hanya
mengandalkan hasil dan jerih payah Penggugat dan Tergugat tidak mau
bertanggungjawab atas kebutuhan rumah tangga bersama, serta
menjadikan Penggugat sebagai tulang punggung keluarga, sehingga hal
tersebut juga menjadi pemicu pertengkaran yang terjadi secara terus
menerus di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak
mungkin dapat dipertahankan lagi karena kehidupan di dalam rumah
tangga antara Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan
perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus,
puncaknya sekitar pada tahun 2016 setelah Penggugat pulang dari laur
negeri, yaitu mulai biaya hidup sampai dengan biaya persalinan
Penggugat dan kebutuhan anak menggunakan uang tabungan
Penggugat, dan Penggugat pun harus menjual asset berupa sawah milik
Penggugat hasil kerja dan jerih payah Penggugat selama bekerja diluar
negeri, hingga pada akhirnya sekitar tahun 2018 Penggugat harus kembali
pergi ke luar negeri lagi sampai dengan sekarang;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat
telah pisah ranjang dan tempat tinggal selama kurang lebih selama 5
(lima) tahun, selama itu pula Tergugat sudah tidak pernah memberikan
nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya sekuat tenaga untuk
menyelesaikan setiap perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, yang
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antara lain dilakukan dengan cara berkonsultasi perkawinan dengan orang
tua dan keluarga terdekat, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena
perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat masih terus terjadi,
sehingga tujuan dari perkawinan sebagaimana yang telah diamanatkan
dalam UU No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Pasal 1 UU No. 1
Tahun 1974 “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria
dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa”, sudah tidak terwujud karena rumah tangga antara Penggugat
dan Tergugat tidak sebagaimana mestinya layaknya suami istri;

10. Bahwa dengan alasan tersebut diatas Penggugat sudah tidak
sanggup hidup bersama dengan Tergugat dalam satu ikatan perkawinan
sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama

Banyuwangi;

Bahwa berdasarkan hal ikhwal sebagaimana tersebut di atas Penggugat
mohon kepada Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memanggil kedua belah
pihak yang berperkara salanjutnya memeriksa, mengadili dan memberikan
putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat (XXXX) terhadap
Penggugat (XXX);
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;
SUBSIDAIR
Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil — adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah
datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil’/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan
(relaas) Nomor 4624/Pdt.G/2023/PA.Bwi Tanggal 20 Oktober 2023 dan Nomor
4624/Pdt.G/2023/PA.Bwi Tanggal 03 November 2023 yang dibacakan di
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persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat
tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia, sedangkan tidak
ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu
alasan yang sabh;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali
dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk
bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan

Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan
bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor XXX yang dikeluarkan oleh KUA
Gambiran Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 01
Mei 1996. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen,
kemudian diberi kode bukti (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. XXXX atas nama
XXXXyang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 02 Juni
2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan
dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian
diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi:

1. XXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, di

bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara

karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
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- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah

dan telah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal
di rumah orang tua Penggugat yang beralamatkan di XXXX, Kabupaten
Banyuwangi kurang lebih selama 10 hari, selanjutnya Penggugat dan
Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kurang lebih selama 3
(tiga) bulan;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, namun sejak tahun 2004 Penggugat dan Tergugat sering
berselisinh dan bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat
sebagai kepala rumah tangga kurang bertanggung jawab untuk
memberikan nafkah kepada Penggugat, hingga Penggugat harus
beberapakali pergi keluar negeri untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja
Wanita hanya untuk membantu mencukupi kebutuhan keluarga
bersama, kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah

tempat tinggal 5 tahun;

- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah
melihat saling mengunjungi atau berkomunikasi;

- Bahwa saksi selaku orang dekat sudah berusaha mendamaikan

Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. XXX, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX Kabupaten
Banyuwangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai

berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara
karena saksi adalah Adik Sepupu Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah

dan telah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal
di rumah orang tua Penggugat yang beralamatkan di XXXX, Kabupaten

Banyuwangi kurang lebih selama 10 hari, selanjutnya Penggugat dan
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Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kurang lebih selama 3

(tiga) bulan;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah
tempat tinggal 5 tahun yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat
sebagai kepala rumah tangga kurang bertanggung jawab untuk
memberikan nafkah kepada Penggugat, hingga Penggugat harus
beberapakali pergi keluar negeri untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja
Wanita hanya untuk membantu mencukupi kebutuhan keluarga
bersama, akhirnya sejak tahun 2004 Penggugat dan Tergugat sering
berselisih dan bertengkar;

- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah
melihat saling mengunjungi atau berhubungan lagi;

- Bahwa saksi selaku orang dekat sudah berusaha menasehati

Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya

sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)
Nomor 4624/Pdt.G/2023/PA.Bwi tanggal 20 Oktober 2023 dan Nomor
4624/Pdt.G/2023/PA.Bwi tanggal 03 November 2023 yang dibacakan di
persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak
ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu

alasan yang sabh;
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Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak
Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana
dikehendaki oleh Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang
Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun
2006 dan terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.
Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawainan
ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai

dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan
patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir
dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal
125 ayat (1) HIR;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya agar
Pengadilan mejatuhkan talak satu bain sughra dengan alasan bahwa masalah
ekonomi, Tergugat sebagai kepala rumah tangga kurang bertanggung jawab
untuk memberikan nafkah kepada Penggugat, hingga Penggugat harus
beberapakali pergi keluar negeri untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita
hanya untuk membantu mencukupi kebutuhan keluarga bersama, sehingga
telah terjadi pisah tempat tinggal 5 tahun sampai sekarang, dan selama pisah
antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi

menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan, namun karena perkara a quo adalah perceraian, berdasarkan
Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk
membuktikan alasan-alasan perceraiannya dengan menghadirkan saksi-saksi

dari pihak kerabat atau keluarga dari kedua pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian,
maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan

Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);
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Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa
fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang
sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai
dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti
tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada
tanggal 01 Mei 1996, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh
Penggugat, maka bukti P1 telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik
yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide
pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan
terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah
pada tanggal 01 Mei 1996, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1)

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kartu
Tanda Penduduk (KTP) Penggugat yang bertempat kediaman di wilayah
Kabupaten Banyuwangi dan mengajukan gugatan di wilayah yurisdiksi
Pengadilan Agama Banyuwangi dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah dan
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan
Agama, Pengadilan Agama Banyuwangi berwenang untuk memeriksa dan

mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi
yaitu: XXXX dan XXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana
telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang
memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,
keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan
relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak
ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi
tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua
saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima (vide pasal
171 dan 172 HIR);
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Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan
fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah

menikah pada tanggal 01 Mei 1996 dan telah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal
di rumah orang tua Penggugat yang beralamatkan di XXXX, Kabupaten
Banyuwangi kurang lebih selama 10 hari, selanjutnya Penggugat dan
Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kurang lebih selama 3 (tiga)
bulan;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis sejak tahun 2004 seringkali terjadi permasalahan yang
disebabkan masalah ekonomi, Tergugat sebagai kepala rumah tangga
kurang bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada Penggugat,
hingga Penggugat harus beberapakali pergi keluar negeri untuk bekerja
sebagai Tenaga Kerja Wanita hanya untuk membantu mencukupi
kebutuhan keluarga bersama kemudian antara Penggugat dan Tergugat
terjadi pisah tempat tinggal 5 tahun;

- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah

kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi;

- Bahwa saksi selaku orang dekat selalu berusaha mendamaikan

Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
Hakim berpendapat bahwa telah terpenuhi unsur-unsur perceraian, yakni:
adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, perselisihan dan
pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan
untuk rukun kembali dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat
agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus

berakibat terjadi keretakan ikatan batin antara suami istri, hingga terjadi pisah
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tempat tinggal yang sudah berlangsung 5 tahun, dan tidak ada harapan untuk
rukun kembali karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan

Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian itu sudah tidak dapat
diharapkan untuk merealisir tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga
yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah,
mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,
bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat
menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah

rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk
memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat
kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas,
Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak
lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan
penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian

dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian
merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami istri sudah
tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling
membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut
dan Majelis Hakim sudah berusaha merukunkan, maka perceraian dibolehkan,
dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan
sendiri, pendapat pakar Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Figih
Sunnah Juz Il halaman 248 :

23501 1kl ol as33)l alty wolal 53T Blsts e 1518
S2es QST 53 Ml,ol 5 455 s Ly £15,)1 065
b sl L@mo lagisz MBYT o2 ._,uaLnJI

Artinya : “Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti
yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah
tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan
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untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan
kedua belah pihak, maka hakim dapat menjatuhkan talak bain suami

terhadap istrinya*;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugt
benar-benar telah pecah (break down marriage) sehingga tidak dapat untuk
dipersatukan lagi, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan
demikian gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek, seraya

menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama
Banyuwangi adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal
119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam
masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi
keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXX) terhadap
Penggugat (XXX);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp. 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
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Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari
Rabu tanggal 22 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil
Awwal 1445 Hijriah, oleh Drs. Suyatman, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.
Hafiz, M.H. dan Drs. H. Komsun, S.H., M.HES. sebagai Hakim Anggota.
Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan
disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan oleh
Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Sumiyati, S.H.
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat
secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Suyatman, M.H.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,
ttd ttd
Drs. Hafiz, M.H. Drs. H. Komsun, S.H., M.HES.

Panitera Pengganti,

ttd

Sumiyati, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
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- Proses 'Rp 100.000,00
- Panggilan 'Rp 36.000,00
- PNBP :Rp 10.000,00
- Sumpah :Rp 80.000,00
- Redaksi :Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000,00

Jumlah :Rp 276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Dicatat di sini :

a. Untuk Salinan Putusan yang sama bunyinya ;

b. Putusan ini belum berkekuatan hukum ;
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